
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1292, 2018 KEMENKES. DAK NonFisik TA 2018. Perubahan.  

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 43 TAHUN 2018 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN  

NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 

ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

  

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa karena adanya perubahan alokasi dan penetapan 

lokus penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang 

Kesehatan Tahun 2018 perlu mengubah ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2018;  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6138); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 244); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 

tentang tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 59); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 61 TAHUN 

2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 

ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

 

Pasal I 

Ketentuan BAB III Huruf A dalam Lampiran Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 59) diubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 September 2018 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 18 September 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

Telah diperiksa dan disetujui: 
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 43 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KESEHATAN NOMOR 61 TAHUN 2017  

TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 

ANGGARAN 2018 

 

 

BAB III 

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN 

 

A. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 

1. Umum 

BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka 

pencapaian program kesehatan prioritas nasional bidang kesehatan, 

khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya 

kesehatan masyarakat. Tahun 2018, Kementerian Kesehatan 

menetapkan target prevalensi stunting turun menjadi 28%. Untuk itu 

dilakukan upaya kesehatan terintegrasi dalam rangka penurunan 

prevalensi stunting dengan lokus di 100 Kabupaten/kota melalui 

intervensi gizi sensitif dan spesifik. BOK diarahkan untuk 

mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan 

memberdayakan masyarakat melalui mobilisasi kader kesehatan 

untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan yang dilakukan 

melalui pendekatan keluarga. Dalam mendukung operasional 

puskesmas, perlu dijamin pemenuhan ketersediaan obat dan BMHP 

di puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi dan sistem 

informasi logistik secara elektronik yang baik di Instalasi Farmasi 

Kabupaten/Kota. 

Pemanfaatan BOK pada tahun 2017 bukan hanya untuk 

operasional puskesmas dan fungsi manajemen, tetapi juga untuk 
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